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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kualitas Pelayanan

2.1.1 
Konsep Kualitas Pelayanan

Konsep tentang kualitas oleh Triguno (1997 : 76) didefinisikan sebagai “suatu standard yang harus dicapai oleh seseorang/kelompok/organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia,  kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja atau produk (barang dan jasa)”. Sementara Goetsh dan Davis (dalam Tjiptono, 2000 : 51) mengartikan “kualitas sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi kebutuhan”. Berbeda halnya dengan Lukman (1999 : 11) yang mengartikan “kualitas adalah sebagai janji pelayanan agar yang dilayani merasa diuntungkan”.

Montgomery (1985 : 9) mengartikan “kualitas sebagai semua produk yang sesuai dengan keinginan penggunanya”. Dalam hal ini, ia membedakan kualitas produk menjadi dua yaitu mutu desain dan mutu kecocokan. Mutu desain mencerminkan apakah suatu produk/jasa memiliki suatu penampilan yang dimaksud, sedangkan mutu kecocokan mencerminkan seberapa jauh produk/jasa benar-benar cocok atau sesuai dengan maksud desain.

Sementara Gaspersz (1997 : 4) “membedakan pengertian kualitas dalam dua pengertian, yaitu definisi konvensional dan definisi strategik. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti : performansi, keandalan, mudah dalam penggunaan, estetika dan sebagainya. Sedangkan definisi strategik menyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan”. Dengan demikian, berdasarkan kedua definisi ini, dapat diketahui bahwa pada dasarnya kualitas mengacu kepada keistimewaan pokok, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan serta segala sesuatu yang bebas dari kekurangan dan kerusakan.

Garvin (dalam Lovelock, 1994:28) memahami perbedaan pengertian kualitas dari berbagai ahli, karena itu dikelompokkannya pengertian kualitas tersebut dalam lima perspektif, dimana kelima macam perspektif inilah yang bisa menjelaskan mengapa kualitas bisa diartikan secara beraneka ragam oleh orang yang berbeda. Kelima macam perspektif kualitas tersebut adalah :

a. Transcendental approach, yang memandang kualitas sebagai innate excellence, dimana kualitas dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit didefinisikan dan dioperasionalkan.

b. Product based approach, yang menganggap bahwa kualitas merupakan karakteristik atau atribut yang dapat dikuantifikasikan dan dapat diukur.

c. User based approach, yang memandang bahwa kualitas tergantung pada orang yang memandangnya, sehingga produk yang paling memuaskan preferensi sesorang merupakan produk yang berkualitas paling tinggi.

d. Manufacturing based approach, yang memandang bahwa kualitas sebagai kesesuaian/sama dengan persyaratan. Dalam sektor jasa, dapat dikatakan bahwa kualitasnya bersifat operations driven.

e. Value based approach, yang memandang kualitas dari segi nilai dan harga dengan mempertimbangkan ‘trade off’ antara kinerja dan harga, kualitas didefinisikan sebagai “affordable exellence”.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya kualitas akan mengacu pada enam kriteria, yaitu : (1). Kondisi produk/jasa; (2). Strategi dasar yang menghasilkan jasa; (3). Karakteristik produk; (4). Keistimewaan produk yang bebas dari kekurangan dan kerusakan; (5). Standard yang harus dicapai; dan (6). Pemenuhan atas janji.

Keenam kriteria tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan atau masyarakat. Dalam hal ini kualitas suatu produk atau jasa hanya dapat ditentukan oleh pelanggan sendiri, karena merekalah yang merasakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi baik bisnis maupun publik.

Konsep tentang kualitas tersebut telah menjadi salah satu kajian dalam bidang manajemen, yaitu yang lebih dikenal dengan manajemen kualitas. Menurut Gaspersz (1997 : 6-7), “manajemen kualitas berfokus pada perbaikan terus menerus untuk memenuhi kepuasan pelanggan”. Dengan demikian, manajemen kualitas berorientasi pada proses yang mengintegrasikan semua sumber daya manusia, pemasok-pemasok, dan para pelanggan, di lingkungan organisasi. Lebih lanjut dinyatakannya, bahwa sistem kualitas modern dicirikan oleh 5 aspek penting, yaitu :

a. Sistem kualitas modern berorientasi pada pelanggan.

b. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya partisipasi aktif yang dipimpin oleh manajemen puncak dalam proses peningkatan kualitas secara terus menerus.

c. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya pemahaman dari setiap orang terhadap tanggung jawab spesifik untuk kualitas.

d. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya aktivitas yang berorientasi pada tindakan pencegahan kerusakan, bukan berfokus pada upaya untuk mendeteksi kerusakan saja.

e. Sistem kualitas modern dicirikan oleh adanya filosofi yang menganggap bahwa kualitas merupakan jalan hidup (way of life).

Sedangkan Joseph M. Jurhan (dalam Gaspersz 1997 : 7) menyatakan bahwa manajemen kualitas sebagai suatu kumpulan aktivitas yang berkaitan dengan kualitas tertentu yang memiliki karakteristik, diantaranya :

a. Kualitas menjadi bagian dari setiap agenda manajemen atas.

b. Jangkauan sasaran atau fokusnya adalah pada pelanggan dan pada kesesuaian kompetisi; disana adalah sasaran untuk peningkatan kualitas tahunan.

c. Sasaran disebarkan ke tingkat yang mengambil tindakan.

d. Pelatihan dilaksanakan pada semua tingkat.

e. Pengukuran ditetapkan seluruhnya.

f. Manajer atas secara teratur meninjau kembali kemajuan dibandingkan dengan sasaran.

g. Penghargaan diberikan untuk performansi terbaik.

h. Sistem imbalan diperbaiki.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya manajemen kualitas merupakan suatu aktifitas atau proses kegiatan yang berkaitan dengan kualitas, dimana terdapat usaha perbaikan kualitas secara terus menerus yang diharapkan dapat menjadikan kualitas sebagai bagian dari aktifitas manajemen dan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan akan suatu produk, diantaranya jasa atau layanan.

Menelusuri arti pelayanan umum tidak terlepas dari masalah kepentingan umum,  yang menjadi asal usul timbulnya pelayanan umum tersebut. Dengan kata lain, terdapat korelasi antara kepentingan umum dengan pelayanan umum. Namun sebelum berbicara mengenai pelayanan umum, perlu kiranya klarifikasi tentang pengertian “umum” itu sendiri. Dari berbagai studi telaahan, istilah umum dimaksudkan sebagai terjemahan dari kata public yang pengertiannya cukup luas. Shepherd  dan Wilcox (dalam Saefullah, 1999 : 5) memberikan pengertian “the public is, of course. The whole community, individuals, sharing citizenship, responsibilities, and benefit”. Dalam hubungannya dengan pemerintahan, kata umum merupakan singkatan dari sebutan “masyarakat umum” yang memiliki pengertian sama dengan yang dikemukakan Shepherd dan Wilcox tersebut.

“Pelayanan umum (public service) adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau yang secara sah menjadi penduduk negara yang bersangkutan” (Saefullah, 1999 : 5). Adapun pengertian pelayanan umum menurut Lukman (2000 : 6) adalah “suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik”. Pendapat lain tentang pengertian pelayanan dikemukakan oleh Pamudji (1994 : 21), yaitu “Pelayanan publik adalah kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa”. Selanjutnya Kotler (1997 : 464) menyatakan sebagai berikut “A service is any act  or performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. It’s production may or may not be tied to physical product”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya pelayanan itu merupakan suatu bentuk interaksi antara satu pihak (yang memberi pelayanan) dengan pihak lain (yang menerima pelayanan), tidak berwujud fisik akan tetapi dapat dirasakan, dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.

Dilihat dari prosesnya, terjadi interaksi antara yang memberi pelayanan dengan yang diberi pelayanan. Dalam hal umum atau pelayanan publik, pemerintah sebagai lembaga birokrasi mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah.

Pelayanan (service) sebagai salah satu fungsi utama pemerintahan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ndraha (1996 : 64) bahwa “Pelayanan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan suatu hak dan lepas dari persoalan apakah pemegang hak dibebani suatu kewajiban atau tidak”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelayanan pemerintah kepada masyarakat adalah sebagai upaya untuk menghormati dan menghargai hak masyarakat sebagai warga negara.

Dalam kehidupannya, masyarakat mempunyai kebutuhan berupa barang-barang (goods) dan jasa-jasa (services), bahkan kepedulian terhadap sesama manusia dan kepedulian terhadap lingkungan. Berbagai kebutuhan tersebut ada yang dapat diperoleh melalui mekanisme pasar, ada pula yang tidak.

Salah satu yang menjadi alasan pentingnya kehadiran pelayanan pemerintah termasuk pelayanan publik yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat, jika ternyata layanan yang dibutuhkan itu tidak dapat dijangkau masyarakat dan atau disediakan oleh mekanisme pasar.  Kebutuhan yang tidak bisa diperoleh melalui mekanisme pasar berkisar pada layanan civil, dan jasa publik kecuali setelah diprivatisasikan.

Jasa publik menonjol sejak munculnya faham The Right To Welfare dan Welfare State (T.H. Marshall, 1981) seperti diungkapkan oleh Prawirohardjo (1993 : 8) bahwa :

Semenjak dilaksanakannya cita-cita negara kesejahteraan, maka pemerintah semakin intensif melakukan campur tangan terhadap interaksi kekuatan-kekuatan kemasyarakatan, dengan tujuan agar setiap warga negara dapat terjamin kepastian hidup minimalnya. Oleh karena itu, secara berangsur-angsur  fungsi awal pemerintahan yang bersifat represif (polisi dan peradilan), kemudian bertambah dengan fungsi-fungsi lainnya yang bersifat melayani. 

Adapun yang dimaksud dengan jasa publik  (Ndraha. Jilid I, 2000 : 58) yaitu : “Produk yang menyangkut kebutuhan hidup orang banyak seperti air minum, listrik, jalan raya, telepon, diproduksi dan dijual beli dibawah kontrol pemerintah”.  Aspek yang dikontrol pemerintah terutama aspek mutu, harga, pelayanan, distribusi dan ketersediaan pada saat dibutuhkan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penyediaan jasa publik  termasuk pelayanan air minum, pada hakekatnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan badan-badan negara lainnya, tetapi dapat pula dilaksanakan oleh badan-badan swasta di bawah pengawasan dan pengendalian pemerintah.

Pemerintah sebagai lembaga birokrasi mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah. Oleh karena itu, Dale (dalam Saefullah, 1999 : 5) menyatakan bahwa “aparat birokrasi atau birokrat adalah the civil servant”.

Karena pelayanan merupakan suatu bentuk interaksi, maka keberhasilannya bergantung pada adanya kesesuaian antara yang memberi pelayanan dengan yang menerima pelayanan. Kesesuaian itu menurut studi human relation berupa kepuasan yang diperoleh kedua belah pihak. Dalam pelayanan umum, pemerintah tidak bisa memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat, sebaliknya masyarakat juga tidak bisa meminta sesuatu kepada pemerintah yang bukan atau diluar mandat yang diberikan masyarakat itu sendiri. 

Hal yang paling rumit dari pelayanan yaitu kualitasnya yang sangat dipengaruhi oleh harapan pelanggan. Harapan pelanggan dapat bervariasi dari pelanggan satu dengan pelanggan yang lain walaupun pelayanan yang diberikan konsisten. Jadi, “kualitas pelayanan adalah perbandingan antara harapan konsumen dengan kinerja kualitas pelayanan” (Olsen dan Wykoff dalam Zulian Yamit, 2001 : 22). , kemudian Tjiptono (2000 : 5) menyatakan bahwa “kualitas jasa adalah berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan”. Dengan demikian dari pengertian tersebut diharapkan bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa dapat memuaskan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas (service quality) kepada pelanggan.

2.1.2
Jenis-jenis Pelayanan

Dalam dunia modern, pelayanan merupakan isu sentral yang menentukan keberhasilan setiap lembaga pelayanan. Kemampuan kompetitif suatu lembaga akan banyak ditentukan oleh sejauh mana lembaga tersebut mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap lembaga tersebut.

Dalam kegiatan ekonomi, menurut Fitzsimmons dan Fitzsimmons (dalam Saefullah, 1999 : 7) terdapat lima jenis pelayanan, yaitu :

1. Business services, menyangkut pelayanan dalam kegiatan-kegiatan konsultasi, keuangan dan perbankan;

2. Trade services, kegiatan-kegiatan pelayanan dalam penjualan, perlengkapan  dan perbaikan;

3. Infrastructure services, meliputi kegiatan-kegiatan pelayanan dalam komunikasi dan transportasi;

4. Social and personal services, pelayanan yang diberikan antara lain dalam kegiatan rumah makan dan pemeliharaan kesehatan;

5. Public administration, yang dimaksudkan disini yaitu pelayanan dari pemerintah yang membantu kestabilan lingkungan dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Berbeda dengan jenis pelayanan dalam kegiatan ekonomi, dalam kehidupan pemerintahan terdapat banyak sekali jenis pelayanan umum. Jenis-jenis pelayanan umum tersebut dapat dilihat dari kebutuhan masyarakat yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kesemuanya itu ditangani oleh pemerintah melalui instansi/departemen atau kementrian yang dibentuk dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat. Misalnya, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan dibentuk Departemen Kesehatan, Departemen Perhubungan untuk memberikan pelayanan berkaitan dengan transportasi dan komunikasi, Departemen Kehakiman berfungsi melayani dalam bidang hukum, Departemen Pertahanan dan Keamanan berfungsi dalam memelihara pertahanan dan keamanan, demikian seterusnya.

Adapun cakupan pelayanan seperti dikemukakan Soewargono (1996 : 51), meliputi :

1.  Protective service

2.  Communal service

3.  Personal service

4.  Environmental service

5.  Cultural and recreational service

6.  Trading and industrional service

Selanjutnya menurut Sukmaningsih (1997 : 5-6) pelayanan dapat dikategorikan kedalam dua golongan, yaitu :

Pelayanan masyarakat ada yang berorientasi profit, dan ada yang non profit. Pelayanan yang berorientasi profit meliputi air minum, listrik, transportasi, jasa telekomunikasi, dan pelayanan yang berorientasi non profit meliputi pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pelayanan Akte Kelahiran, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan pelayanan Keimigrasian.

Senada dengan pendapat diatas, menurut Pamudji (1994 : 22) “Pelayanan publik adalah public utilities, yang meliputi transportasi, postel, air bersih, listrik, dan sebagainya”.

Secara operasional, menurut Saefullah (1999 : 8) bahwa pelayanan umum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu “pertama, pelayanan umum yang diberikan tanpa memperhatikan orang perseorangan, tetapi keperluan masyarakat secara umum; kedua, pelayanan yang diberikan secara orang perseorangan”.

Pelayanan umum yang seringkali menimbulkan masalah adalah pelayanan yang langsung secara orang perseorangan, hal ini dapat dipahami karena secara individual, setiap orang memiliki karakteristik berbeda, sehingga sikap terhadap pelayanan yang diberikan bisa berbeda satu sama lain. Demikian juga karakteristik yang dimiliki aparat pemberi pelayanan akan berpengaruh terhadap sikapnya dalam memberikan pelayanan.

Dalam kehidupan pemerintahan daerah, tanggung jawab akan pemberian pelayanan ada pada pemerintah daerah yang bersangkutan melalui dinas-dinas daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum dan air bersih, pemerintah daerah membentuk satu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BUMD dibentuk dalam rangka melaksanakan fungsi otonomi dengan berbagai pertimbangan (Devas, 1994 : 11), yaitu :

1. Menjalankan ideologi yang dianutnya bahwa sarana produksi milik masyarakat.

2. Untuk melindungi konsumen dalam hal ada monopoli alami

3. Dalam rangka mengambil alih perusahaan asing

4. Untuk menciptakan lapangan kerja atau mendorong perekonomian daerah

5. Dianggap cara yang efisien untuk menyediakan layanan masyarakat dan atau menebus biaya serta untuk menghasilkan penerimaan pemerintah daerah.

Kenyataan yang terjadi selama ini, operasionalisasi BUMD lebih condong pada alasan yang kelima, yaitu karena faktor-faktor ekonomi, terutama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini selanjutnya diatur dalam pasal 88 UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “Daerah dapat memiliki BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan peraturan daerah”.

Sampai dengan saat ini terdapat 306 PDAM di Indonesia, 198 diantaranya terlibat hutang dengan Departemen Keuangan, sedangkan 90 lainnya dalam kondisi sekarat dan tidak bisa beroperasi secara normal (Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia). Berdasarkan data tersebut timbul asumsi bahwa PDAM bukannya menjadi sumber pendapatan daerah, tetapi justru menguras penerimaan daerah, kondisi tersebut tentunya sangat tidak menguntungkan bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Dalam memenuhi kebutuhan air minum, masyarakat menuntut agar PDAM dikelola secara profesional tanpa meninggalkan misi sosialnya. Akibatnya, PDAM tidak dapat mencari laba yang sebanyak banyaknya karena terikat sebagai pengelola public goods. Padahal disisi lain PDAM juga dituntut untuk memberikan kontribusinya bagi penerimaan daerah. Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan perusahaan swasta yang hanya mencari keuntungan semata.

Adapun perbedaan antara perusahaan swasta (privat) dengan perusahaan publik terletak pada hubungan dan orientasi perusahaan, sebagaimana dikemukakan oleh Farnham dan Norton (1993 : 51) sebagai berikut :

The context of the private sector is that it is market driven. While that of the public sector is that they are politically driven. Private sector oriented is towards meeting consumer demand, as a mean of making satisfying political demand as a mean of achieving political integrated and social stability. 

Namun demikian, kiranya perbedaan tersebut  tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran untuk tidak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

2.1.3 Orientasi Pelayanan

Sebagaimana manajemen yang di praktekkan pada sektor swasta, maka manajemen sektor publik pun ditempatkan pada posisi yang sama, yaitu harus memiliki orientasi kepada siapa jasa publik sebenarnya diberikan. Devas (1994 : 24) mengatakan : “Dalam manajemen pelayanan publik dikenal tiga aktor, yaitu pelanggan, produser, dan pengatur pelayanan (service arranger)”.  Manakala terjadi produser merangkap sebagai pengatur, maka produser selain memproduksi juga memasarkan dan mendistribusikan jasa kepada pelanggan, dan pelanggan secara langsung menerima pelayanan dari produser (pemerintah atau lembaga swasta).

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan penjelasan Ndraha (1997 : 73-75) dapat dikatakan bahwa :

Dalam pelayanan publik,  pemerintah berfungsi sebagai pembuat, penjual, dan distributor, sementara rakyat adalah pemesan, pembeli, dan penerima produk-produk pemerintahan. Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah pada situasi tersebut diibaratkan sebagai hubungan produser dengan konsumer dan disebut hubungan transaksional maupun transformasional.

Berdasarkan pemikiran diatas, dapat dipahami bahwa masyarakat merupakan pelanggan dari jasa publik yang disediakan pemerintah.  Namun demikian menurut Osborne dan Gaebler (1997 : 191) : “Sampai dengan saat ini masih banyak organisasi publik (pemerintah) yang belum mengetahui siapa pelanggannya”. Para manajer pemerintah umumnya menganggap bahwa pelanggan mereka adalah eksekutif dan legislatif karena dari sanalah mereka memperoleh dana, sehingga orientasi pelayanan pegawai pemerintah cenderung kepada kekuasaan yang lebih tinggi. Padahal keberadaan suatu pemerintah adalah untuk rakyat/masyarakat. Oleh karena itu, masyarakatlah yang sesungguhnya menjadi pelanggan dari organisasi pemerintah.

Pelayanan yang baik dari pemerintah akan menimbulkan image bahwa pemerintah dapat dikelola secara baik, sementara pelayanan yang buruk akan menurunkan citra pemerintah di mata masyarakat. Pentingnya untuk memperhatikan kepuasan masyarakat adalah berkenaan dengan kepercayaan dan dukungan masyarakat kepada pemerintah, sebagaimana ditegaskan Ndraha (1997 : 83) bahwa “Hubungan pemerintah dengan rakyat adalah hubungan antara janji dengan percaya ”. Pelayanan yang tidak berfokus pada kepuasan masyarakat dapat menimbulkan krisis kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Ndraha (1998 : 34) bahwa :

Jika ternyata produk yang diterima tidak sesuai dengan aspirasi konsumer (rakyat), konsumer berhak pada saat itu juga meminta pertanggungjawaban; pertanggungjawaban yang dianggap kurang memadai berakibat meluntur dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pejabat yang bersangkutan, dan hal ini kumulatif bisa membangkitkan gerakan rakyat  mulai dari sas-sus, unjuk rasa sampai apa yang disebut Henry David Thoreau (1817 – 1862) sebagai civil disobedience (pembangkangan sipil).

Hal demikian pernah dialami oleh pemerintah Amerika Serikat pada masa pemerintahan Ronald Reagan, dimana masyarakat merasakan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah belum sesuai dengan harapan. Untuk memulihkan citra pemerintah tersebut, maka perhatian dan kepedulian dalam melayani publik terus ditingkatkan atau yang dikenal sebagai pelayanan berorientasi pelanggan.

Menurut Osborne dan Gaebler (1997 : 208-212), pelayanan berorientasi pelanggan memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut :

1. Memaksa pemberi jasa untuk dapat bertanggungjawab kepada pelanggannya.

2. Mendepolitisasi keputusan terhadap pilihan pemberi jasa.

3. Merangsang lebih banyak inovasi.

4. Memberi kesempatan kepada orang untuk memilih diantara berbagai macam pelayanan.

5. Pemborosannya lebih sedikit, karena pasokan disesuaikan dengan permintaan.

6. Mendorong pelanggan untuk membuat pilihan, dan mendorong untuk menjadi pelanggan yang berkomitmen.

7. Menciptakan peluang lebih besar bagi keadilan.

Dengan demikian pelayanan yang berorientasi pelanggan harus menjadi agenda organisasi pemerintah, sesuai dengan tujuan utama dibentuknya pemerintahan sebagaimana ditegaskan Rasyid (1997 : 11) adalah :

Untuk menjaga suatu sistem ketertiban, dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintahan modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan diadakan tidak untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat.

Berkenaan dengan hal ini, Thoha (1995 : 16) mengemukakan bahwa “Zaman ini adalah zaman yang memihak kepada rakyat, yang lemah dan kepada demokrasi”. Dalam hubungan ini, dapat dipahami bahwa organisasi berorientasi pelanggan akan menempatkan pelanggan pada kedudukan yang terhormat.

Adapun manfaat pelayanan yang baik dan berkualitas menurut Rasyid (1997 : 3-4 ) yaitu :

Secara langsung dapat merangsang lahirnya respek masyarakat atas sikap profesional para birokrat sebagai abdi masyarakat (servant leaders). Pada tempat tertentu kehadiran birokrasi yang melayani masyarakat secara tulus akan mendorong terpeliharanya iklim kerja keras, disiplin, dan kompetitif.

Dengan demikian, pada organisasi yang bergerak di bidang jasa terdapat hubungan yang sangat erat antara konsumen dengan pihak pemberi jasa. Hal ini disebabkan adanya kenyataan bahwa pada banyak pelayanan, produksi dan konsumsi terjadi pada waktu yang bersamaan, dan konsumen sangat terkait dalam proses produksi.

Organisasi berorientasi pelanggan mempunyai paradigma pelayanan berbentuk piramida terbalik yang bertumpu pada prinsip customer driven government (Osborne dan Gaebler, 1997 : 191). Menurut Sudarsono (1998 : 38) instrumen dari prinsip tersebut adalah :

Pembalikan mental model pada birokrat dari keadaan lebih suka dilayani menuju pada lebih suka melayani. Yang pertama, menempatkan pemimpin puncak birokrasi berada pada piramida tertinggi dengan warga negara (customer) berada pada posisi terbawah. Sebaliknya yang kedua, menempatkan warga negara (customer) berada pada puncak piramida dengan pemimpin birokrasi pada posisi paling bawah seperti pada gambar berikut.

Gambar  2.1.
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Paradigma baru dalam pemberian pelayanan umum dipengaruhi oleh kegiatan pelayanan dalam kehidupan bisnis atau ekonomi secara umum. Dalam hal ini, orientasi dari elemen organisasi, mulai dari pimpinan sampai pada jajaran staf dikerahkan untuk memenuhi kepentingan pelanggan. Kiranya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pelanggan jasa publik, pemerintah dipandang perlu belajar dari pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan bisnis kepada langganannya.

Sasaran akhir pengembangan organisasi menurut Sudarsono (1998 : 39) “tidak lain dicapainya pelayanan terbaik kepada masyarakat.  Dalam manajemen pelayanan umum, pelayanan terbaik (dalam bahasanya pemerintah disebut pelayanan prima) telah menjadi bagian penting dari accountability manajemen”. Berkaitan dengan ini menurut Moenir (1998 : 196) bahwa : “sasaran manajemen pelayanan umum sederhana saja, yaitu kepuasan. Namun meskipun sasaran itu sederhana tetapi untuk mencapainya diperlukan kesungguhan semua elemen yang terkait”.

Pelayanan berorientasi pelanggan juga dikemukakan oleh Albrecht (1996 : 48) melalui konsepnya tentang “segitiga pelayanan, yaitu baik sistem, karyawan, maupun strategi organisasi semuanya diorientasikan bagi pelanggan”. Hal ini mengandung arti bahwa organisasi yang dimaksud dirancang untuk kebutuhan pelanggan dipandang sebagai pihak yang menjadi kunci setiap usaha untuk meningkatkan cara organisasi melakukan aktivitasnya. Selanjutnya konsep tersebut digambarkan seperti gambar  berikut :

Gambar 2.2.

Segitiga Pelayanan Berorientasi Pelanggan





Namun demikian, menurut Sudarsono (1998 : 40) bahwa sistem dan strategi yang berorientasi pelanggan dapat efektif “apabila memperhatikan dimensi perbaikan kualitas pelayanan, kenyamanan, kemudahan, kesopanan dan keramahan”. Hal ini pula baru dapat dilaksanakan apabila suatu organisasi menempatkan pelanggan di luar organisasi. Macaulay dan Coock (1997 : xi) menjelaskan hal tersebut dalam bentuk gambar berikut.

Gambar 2.3.

Organisasi Yang Menempatkan Pelanggan Sebagai Pusatnya





Dengan ditempatkannya pelanggan sebagai pusat atau sebagai bagian dari organisasi (perusahaan) memungkinkan dapat diketahuinya dengan baik segenap aspirasi dan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, fungsi organisasi bukan hanya melakukan aktivitas pelayanan semata tetapi juga menjamin bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar prima (berkualitas) dalam pengertian sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan. Dengan kata lain, bahwa orientasi manajemen organisasi publik pun harus memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai pelanggan dengan menempatkan kepentingan mereka sebagai kepentingan pertama yang harus dilayani.

2.1.4 Dimensi Kualitas Pelayanan

Mengukur kualitas pelayanan oleh banyak ahli dipandang lebih sulit daripada mengukur kualitas suatu barang. Hal ini disebabkan karena ada empat karakteristik pokok pada jasa yang membedakannya dengan barang. Keempat karakteristik itu meliputi : Intangible (tak berwujud), Inseparable (tidak dapat dipisahkan), Variable (berubah-ubah), Perishable (tidak tahan lama). Namun demikian, kesulitan untuk mengukur kualitas pelayanan bukan merupakan justifikasi tentang tidak terukurnya pelayanan tersebut. Dalam hal ini beberapa pakar telah mengemukakan pendapatnya.

Menurut Gaspersz (dalam Lukman, 2000 : 46) dimensi atau atribut yang harus diperhatikan dalam perbaikan mutu pelayanan, yaitu :

1. Ketepatan waktu pelayanan. Hal-hal yang perlu untuk diperhatikan di sini berkaitan dengan waktu tunggu dan waktu proses.

2. Akurasi pelayanan : berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan bebas dari kesalahan-kesalahan.

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan.

4. Tanggung jawab : berkaitan dengan penerimaan pesanan, dan penanganan keluhan pelanggan.

5. Kelengkapan : ini menyangkut lingkup pelayanan dan ketersediaan sarana pendukung

6. Kemudahan mendapatkan pelayanan : berkaitan dengan banyaknya outlet, banyaknya petugas yang melayani seperti kasir, staf administrasi, dan lain-lain. 

7. Variasi model pelayanan : berkaitan dengan inovasi untuk memberikan pola-pola baru dalam pelayanan, features dari pelayanan, dan lain-lain.

8. Pelayanan pribadi : berkaitan dengan fleksibilitas, penanganan permintaan khusus, dan lain-lain.

9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan :  berkaitan dengan lokasi, ruang dan tempat pelayanan, kemudahan menjangkau, tempat parkir kendaraan, ketersediaan informasi, petunjuk-petunjuk, dan bentuk-bentuk lain.

10. Atribut pendukung pelayanan lainnya : ini berkaitan dengan lingkungan, kebersihan ruang tunggu, fasilitas musik, AC dan lain-lain.

Sementara itu menurut Elhaitammy (dalam Tjiptono, 2000 : 58) secara garis besar ada empat unsur pokok dalam pelayanan yang unggul (excelence), yaitu :

1. Kecepatan : berarti menguasai pekerjaan, baik tugas yang berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan dalam suatu pelayanan.

2. Ketepatan : berkaitan dengan keterampilan pegawai dalam memberikan pelayanan, memahami kebutuhan pelanggan, dan menangani keluhan pelanggan.

3. Keramahan : bersikap ramah, berpenampilan baik dan rapi, bersikap selalu siap untuk melayani.

4. Kenyamanan : berarti ketenangan dalam bekerja, serta berbagai fasilitas dalam memberikan pelayanan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1988 : 23) bahwa ada lima dimensi dalam menilai kualitas pelayanan, yaitu :

1. Tangible. The appearance of physical facilities, equipment, personal, and communication materials.

2. Reliability. The ability to perform the promised service dependably and accurately.

3. Responsiveness. The willingness to help customers and to provide prompt service.

4. Assurance. The knowledge and courtessy of employees and their ability to convey trust and confidence.

5. Empathy. The provision of  caring individualized attention to customers.

Berkenaan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi pemerintah kepada masyarakat, menurut Ndraha (1997 : 8) perlu ditambahkan dua unsur lagi yaitu : “adil (equitable), dan tersedia ketika diperlukan (just in time).

Dengan demikian untuk terciptanya pelayanan yang berkualitas, baik pada organisasi swasta maupun organisasi pemerintah, syarat-syarat tersebut diatas harus dipenuhi. Selama ini, masyarakat mengkonotasikan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah cenderung kurang baik dan tidak berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya keluhan yang dinyatakan melalui media massa cetak maupun elektronik, dan juga disampaikan langsung kepada aparat pemerintah yang bersangkutan.

Realitas demikian memerlukan kepedulian dari kalangan aparatur, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima. Keprimaan dalam memberikan pelayanan tersebut pada gilirannya akan mendapatkan pengakuan atas kualitas yang memuaskan masyarakat. Untuk maksud tersebut, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (KepMenPan) No.81/1993, tentang Sendi-sendi Pelayanan Prima yang harus dijadikan sebagai acuan bagi aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Sendi-sendi pelayanan prima dimaksud yaitu :

1. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan dan kepastian, mengenai tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik tejnis maupun administratif, unit kerja dan/atau petugas yang bertanggungjawab, rincian biaya/tarif, jadwal waktu penyelesaian, serta hak dan kewajiban dari pemberi maupun penerima pelayanan.

3. Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan dan kepastian hukum.

4. Keterbukaan, berkaitan dengan proses pelayanan agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

5. Efisien, ini berkaitan dengan pencapaian sasaran pelayanan.

6. Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar, memperhatikan kondisi dan kemampuan masyarakat, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Keadilan yang merata, dalam arti cakupan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil.

8. Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas,  dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan organisasi pemerintah pada masyarakat merupakan salah satu masalah yang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Namun demikian, untuk mewujudkan pelayanan prima tersebut, tentu saja dibutuhkan komitmen dan kerja keras segenap aparat pemerintah yang terlibat dalam setiap pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, aparat pemerintah secara keseluruhan harus menjadikan kepuasan masyarakat sebagai tujuan utama, sehingga yang dilayani merasakan suatu nilai tambah dengan wujud pelayanan yang diberikan.

2.1.5 Strategi Pelayanan

Sebagaimana yang dikemukakan para pakar bahwa kemampuan untuk bersaing akan ditentukan oleh sejauhmana lembaga yang bersangkutan mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Untuk merealisasikan pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya dengan kualitas yang diharapkan bukanlah hal yang mudah. Untuk itu tentu saja diperlukan strategi dan sistem yang tepat.

Pengertian strategi menurut Rubbin (dalam Lukman, 2000 : 35), yaitu “penentuan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah perusahaan, serta penerimaan serangkaian tindakan dan alokasi sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut”. Selanjutnya menurut Barney (1997 : 14) “Strategy is a formulation of the organizational mission, goals, and objectives”. Pendapat senada dikemukakan Steiner dan Meiner (dalam Lukman, 2000 : 54), strategi adalah “suatu formulasi misi organisasi, tujuan, dan objektivitas : dimaksudkan untuk mencapai tujuan program dan metode sebagai jaminan strategi yang merupakan tujuan akhir organisasional”. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam strategi terdapat dua tujuan utama, yaitu : “1. Menciptakan perbedaan yang dapat dilihat dan dapat diukur oleh pelanggan; 2. Mempunyai dampak dari hal-hal yang dilakukan oleh organisasi”. 

Tujuan dari strategi seperti yang diuraikan diatas, dapat dijadikan sarana untuk memperjelas apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Selain itu agar tujuan-tujuan tersebut tidak lagi dipertanyakan sebagai suatu hal yang samar-samar, maka diperlukan struktur organisasi yang mampu menjawab segala tanggapan pelanggan.

Pelayanan yang diberikan pemerintah berkaitan erat dengan kepuasan yang dinikmati oleh masyarakat. Untuk itu perlu diterapkan strategi pelanggan,  sebagaimana dikemukakan Osborne dan Plastrik ( 2000 : 167-168), bahwa “Strategi pelanggan membangun konsekuensi dengan cara memaksa organisasi mempertanggungjawabkan kinerjanya bukan hanya ke atas rantai komandonya, tetapi juga kepada pelanggannya”. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima pelayanan yang diberikan, tetapi memiliki hak untuk melakukan evaluasi atas layanan yang diterimanya.

De Vyre (dalam Saefullah, 1999 : 9-10) mengemukakan ada tujuh strategi menuju keberhasilan pemberian pelayanan. Ketujuh strategi tersebut istilahnya berawal huruf dari masing-masing kata service, yang terdiri atas :

1. Self Esteem,  dimaksudkan sebagai upaya memberikan nilai pada diri sendiri untuk memahami keadaan yang dimilikinya secara internal, termasuk didalamnya memberikan perhatian terhadap pegawai dan bersikap keteladanan bagi mereka.

2. Exceed Expectation,  yaitu memenuhi harapan-harapan dan berusaha melebihi apa yang telah dijanjikan, dengan kata lain jangan terjadi sebaliknya, apa yang dijanjikan lebih rendah kenyataannya dari janji tersebut. 

3. Recover,  meliputi tanggapan atas keluhan langganan dan mencari tahu apa yang dipikirkan konsumen tentang perusahaan. 

4. Vision,  mencakup pemikiran tentang rencana yang matang mengenai pelayanan jangka panjang, termasuk memperhitungkan penilaian  langganan sehingga terus menjadi perhatian perusahaan. 

5. Improve,  berusaha untuk melakukan peningkatan secara berencana dan terus menerus sehingga mempunyai kemampuan untuk bersaing dan memenangkan persaingan.

6. Care, menaruh perhatian yang cukup kepada pelanggan sehingga mereka merasa dihargai dan betul-betul diperhatikan sekalipun mungkin sebagian diantaranya hanya basa-basi.

7. Empower,  yakni memberdayakan pegawai dengan memberikan latihan, menanamkan rasa tanggung jawab, percaya pada kemampuan diri, serta menggugah untuk memberikan respon.

Berdasarkan pengalaman dari para praktisi yang terjadi di lapangan, strategi pemberian pelayanan yang baik sebenarnya ditentukan oleh sejauhmana ketepatan pelayanan yang diberikan dengan keadaan nyata pada lingkungan masyarakat yang diberi pelayanan. Lingkungan yang dimaksud, menyangkut lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan yang sifatnya kontekstual, karena pelayanan yang baik pada suatu masyarakat belum tentu diterima bilamana diberikan pada lingkungan masyarakat lainnya.

Beranjak dari pendekatan kontekstual tersebut, metode yang kiranya dapat menghasilkan pelayanan yang baik, menurut Saefullah (1999 : 10) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pengamatan secara mendalam tentang lingkungan masyarakat yang akan diberi pelayanan.

2. Menganalisa data dan informasi dari lapangan dengan seksama untuk memahami bagaimana keadaan masyarakat yang menjadi sasaran.

3. Merencanakan langkah-langkah secara sistematis, termasuk menentukan tenaga dan sarana yang dianggap tepat.

4. Melaksanakan pemberian pelayanan dengan memperhatikan :

a).
Menghilangkan jarak antara aparat pemberi pelayanan dengan individu yang diberi pelayanan.

b).
Menghindarkan perilaku yang membuat segan apalagi takut bagi pihak yang diberi pelayanan.

c).
Mengintegrasikan diri dengan suasana kehidupan masyarakat yang dilayani.

d).
Menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di lapangan, baik secara kelompok maupun individual.

e).
Menghargai individu yang diberi pelayanan dengan prinsip human relations. 

f).
Memberi kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan keluhan dari pihak yang diberi pelayanan, bahkan diupayakan agar mereka berani memberikan penilaian terhadap pihak yang memberikan pelayanan.

5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan untuk perencanaan dan pemberian pelayanan yang akan datang. 

Dengan demikian, disadari  bahwa organisasi pemerintah masa kini harus bertumpu pada misi yang didalamnya terdapat peluang untuk terus menerus memperbaiki kinerja birokrasi, supaya lebih efisien dan dapat memberi kepuasan kepada masyarakat sebagai pelanggan jasa publik. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki perilaku aparat birokrasi secara umum, dan terutama sekali aparat yang langsung terlibat dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2.2

Kepuasan  Pelanggan

2.2.1. Masyarakat Sebagai Pelanggan

Dalam pandangan tradisional, pelanggan suatu perusahaan adalah orang yang membeli dan menggunakan produknya. Dengan kata lain, pelanggan merupakan orang yang berintegrasi dengan perusahaan setelah proses menghasilkan produk. Adapun pihak-pihak yang berintegrasi dengan perusahaan sebelum tahap proses menghasilkan produk dipandang sebagai pemasok. Dalam perspektif ini pelanggan dan pemasok merupakan entitas eksternal.

Berbeda dengan pandangan tradisional, pendekatan Total Quality Management (TQM) menempatkan pelanggan dan pemasok ada di dalam dan di luar organisasi (Deming, 1982). Pelanggan eksternal adalah orang yang membeli dan menggunakan produk perusahaan. Sedangkan pemasok eksternal adalah orang yang diluar organisasi yang menjual bahan mentah atau bahan baku, informasi, atau jasa kepada organisasi. Didalam organisasi juga ada pelanggan internal dan pemasok internal, dan didalam hubungan keduanya terdapat ketergantungan.

Dalam konteks pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintah, yang menjadi pelanggannya adalah masyarakat. Mengingat pelayanan pemerintah pada hakekatnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berarti terdapat hubungan antara aparat pelayanan dengan masyarakat sebagai pelanggan.  Menurut Gaspersz (1997 : 30) pelanggan adalah “orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi kita yang tergantung padanya, dan pelanggan adalah orang yang teramat penting yang harus dipuaskan”. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pelanggan menuntut terpenuhinya suatu standar kualitas tertentu dari pihak pemberi pelayanan.

Gaspersz (1997 : 34) menjelaskan bahwa pada umumnya pelanggan selalu menginginkan produk yang memiliki karakteristik “lebih cepat (faster), lebih murah (cheaper), dan lebih baik (better)”.  Dengan demikian perlu diperhatikan aspek waktu, aspek biaya, maupun aspek kualitas dalam upaya memenuhi kebutuhan dan mewujudkan kepuasan pelanggan.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat sebagai pelanggan jasa pemerintah, selalu menginginkan pelayanan dengan  karakteristik diatas dan didukung oleh perilaku yang baik dari aparat.

Berbicara mengenai pelanggan yang harus dipuaskan, terdapat beberapa jenis  pelanggan. Supranto (1997 : 4) membagi pelanggan atas dua golongan, yakni : 

Pelanggan internal yaitu karyawan atau orang-orang dalam suatu organisasi yang bertugas melayani publik atau pelanggannya; dan pelanggan eksternal adalah pembeli atau orang-orang diluar organisasi yang menjadi pelanggan dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau organisasi publik tersebut.

Selanjutnya Gaspersz (1997 : 33) mengidentifikasi jenis-jenis pelanggan yang terdiri dari tiga macam, yaitu :

a. Pelanggan internal (internal customer), ialah orang yang berada dalam perusahaan/organisasi dan memiliki pengaruh pada performance pekerjaan.

b. Pelanggan antara (intermediate customer),  adalah orang yang bertindak atau berperan sebagai perantara bukan sebagai pemakai akhir suatu produk.

c. Pelanggan eksternal (external customer), adalah pemakai akhir suatu produk, atau disebut sebagai pelanggan nyata (real customer).

Sehubungan dengan jenis-jenis pelanggan seperti disebut diatas, yang menjadi objek dalam penelitian ini hanya terbatas pada pelanggan eksternal, yaitu masyarakat pengguna jasa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung.

2.2.2. Konsep Kepuasan Pelanggan

Bila kita perhatikan, dewasa ini banyak perusahaan yang menyatakan tujuan perusahaan yang bersangkutan adalah untuk memuaskan pelanggan. Cara pengungkapannya mungkin beragam; ada yang merumuskan “memberikan segala sesuatu yang diharapkan setiap pelanggan”, “pelanggan adalah raja”, “kepuasan pelanggan adalah tujuan kami”, dan sebagainya. Situasi ini tidak hanya terjadi pada sektor swasta, tetapi juga melanda perusahaan atau instansi pemerintah.

Pada organisasi  atau instansi pemerintah, sebutan pelanggan untuk pengguna jasa belum secara umum digunakan; tetapi yang sering kita dengar adalah sebutan ‘masyarakat’. Hal ini disebabkan karena organisasi pemerintah pada umumnya lebih mengemban misi sosial daripada mengejar pendapatan atau laba, sehingga produk yang dihasilkan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat. Namun demikian, meskipun organisasi pemerintah berfungsi sosial tetapi harus tetap mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat sebagai pelanggannya.

Kini semakin disadari bahwa pelayanan dan kepuasan pelanggan merupakan aspek vital guna bertahan dalam bisnis dan memenangkan persaingan. Meskipun demikian tidaklah mudah untuk mewujudkan kepuasan tersebut secara menyeluruh.

Masyarakat  yang dihadapi saat ini berbeda dengan masyarakat pada beberapa dasawarsa lalu. Kini masyarakat  makin terdidik dan menyadari hak-haknya. Oleh karena itu dapatlah dipahami bahwa ada kalangan pakar pemasaran yang berpendapat bahwa tidak realistis bila suatu perusahaan atau organisasi mengharapkan tidak ada pelanggan yang tidak puas. Namun tentu saja setiap perusahaan harus terus berusaha meminimalkan ketidakpuasan pelanggannya dengan memberikan pelayanan yang semakin hari semakin baik. Pada saat bersamaan, perusahaan perlu pula memperhatikan pelanggan yang tidak puas.

Konsep mengenai kepuasan itu sendiri menurut para pakar tidak mudah untuk didefinisikan, karena masih bersifat abstrak.  Namun demikian, ada berbagai pengertian yang diberikan oleh para pakar, Oliver (dalam Supranto, 2001 : 233) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dengan harapannya. Selanjutnya menurut Engel et.al (dalam Tjiptono, 2000 : 146) menyatakan    bahwa :

Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Lovelock (1994 : 11) yang menyatakan kepuasan pelanggan sebagai suatu bentuk formulasi matematis sebagai berikut :


Perceived Service

Customer Satisfaction  =


Expected Service

Berdasarkan formula di atas, ada dua cara untuk membuat pelanggan puas. Pertama,  diusahakan agar unjuk rasa produk yang ditawarkan dapat melampaui harapan pelanggan; Kedua, dengan jalan menurunkan tingkat pengharapan pelanggan sehingga mereka akan tetap puas terhadap apa yang diberikan. Selanjutnya pendapat senada juga dinyatakan Kotler (1997 : 36) bahwa “satisfaction ia a person’s feeling of pleasure or disappointment resulting from comparing a product’s perceived performance (or outcome) in relation to his or her expectations”.

Dari beberapa definisi kepuasan pelanggan tersebut,  terdapat  kesamaan, diantaranya yaitu menyangkut komponen kepuasan pelanggan (harapan dan persepsi atas hasil yang dirasakan). “Harapan pelanggan merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya bila membeli atau mengkonsumsi suatu produk (Tjiptono, 2000 : 147)”. Expectations are viewed as desires or wants of consumers (Berry, Zeithaml & Parasuraman, 1998 : 17). Adapun persepsi menurut Rakhmat dalam Yamit (2001 : 51) yaitu “pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan”.

Secara konseptual, kepuasan pelanggan dapat digambarkan seperti   berikut : (Tjiptono, 2000 : 147).
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Oleh karena pelanggan adalah orang yang menerima hasil pekerjaan seseorang atau suatu organisasi, maka hanya mereka yang dapat  menentukan kualitasnya seperti apa dan hanya mereka yang dapat menyampaikan apa dan bagaimana kebutuhan mereka. oLeh karena itu, aparatur pelayanan harus mengetahui siapa yang menjadi pelanggannya. dengan mengetahui siapa pelanggannya, berarti aparatur pelayan dengan mudah memahami keinginan pelanggan. Selanjutnya pelanggan akan membawa kita kepada keinginannya. Selain itu, aparatur pelayan penting mencatat bahwa pelanggan yang puas atau senang akan memiliki ikatan emosional dengan mereka. Hal ini menyebabkan loyalitas pelanggan menjadi tinggi. Oleh karenannya, aparatur pelayan dihadapkan pada tantangan membangun suatu budaya organisasi, sehingga semua orang yang ada dalam lingkungan organisasi itu bertujuan memuaskan pelanggan.

Kepuasan pelanggan dapat tercapai apabila kebutuhan, keinginan, dan harapannya terpenuhi. Karena itu, Tjiptono (2000 : 129) menyatakan bahwa sedikitnya terdapat tiga level harapan pelanggan mengenai kualitas, yaitu :

1. Harapan pelanggan yang paling sederhana dan berbentuk asumsi must have atau taken for granted.

2. Pada level kedua, kepuasan pelanggan dicerminkan dalam pemenuhan persyaratan dan/atau spesifikasi.

3. Pada level ketiga, pelanggan menuntut adanya suatu kesenangan (delightful) atau jasa yang begitu bagus sehingga membuat pelanggan sangat tertarik.

2.2.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan

Dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap kepuasan masyarakat sebagai pelanggan, baik di dunia bisnis maupun dalam pemerintahan, perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan tersebut. Menurut Umar (1997 : 238), faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah “mutu produk, mutu pelayanan, kegiatan penjualan, pelayanan setelah penjualan dan nilai-nilai perusahaan”. Pendapat lain dikemukakan Irawan (1999 : 10), berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan ada lima faktor utama yang menentukan tingkat kepuasan pelanggan yaitu : "kualitas produk, kualitas pelayanan, harga, faktor emosional, dan biaya untuk mendapatkannya. Selain itu ada satu faktor lain yaitu, citra yang terbentuk pada produk”. 

Dengan bertolak dari teori kesenjangan dan teori keadilan, Ndraha (1999 : 148-150) menyatakan bahwa “Kepuasan tergantung pada rasa adil, sementara rasa adil bergantung pada persepsi seseorang terhadap keseimbangan antara input  (jerih payah) dengan outcome (imbalan) yang diterimanya : semakin seimbang semakin terasa adil”.

Sementara itu, Kotler (dalam Supranto, 2001 : 6) meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dengan melihatnya dari sudut nilai yang diterima pelanggan. Nilai tersebut merupakan gabungan dari beberapa nilai  yang diterima pelanggan, seperti biaya moneter, biaya tenaga, biaya waktu dan biaya psikhis.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas secara umum dapat diketahui, bahwa diantara faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, salah satu diantaranya adalah faktor pelayanan yaitu menyangkut mutu/kualitas pelayanan.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa kepuasan masyarakat  (pelanggan) ditentukan oleh dua komponen utama, yaitu harapan dan persepsi terhadap karakteristik jasa tertentu. Oleh karenanya perlu diketahui faktor-faktor  yang mempengaruhi kedua komponen tersebut. Gaspersz (1997 : 35) menyebutkan faktor-faktor tersebut adalah :

a. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan pelanggan ketika sedang mencoba melakukan transaksi dengan produser.

b. Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan yang bersangkutan maupun yang lainnya.

c. Pengalaman dari pihak lain, dimana mereka menceritakan kualitas produk yang akan dibeli oleh pelanggan tersebut.

d. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dipahami bahwa upaya untuk mewujudkan kepuasan masyarakat bukanlah hal yang mudah. Perlu ada strategi dan prioritas penanganan ditengah keterbatasan manajemen yang dihadapi suatu organisasi publik.

Pelayanan publik khususnya pelayanan air minum yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum, pelanggannya adalah seluruh lapisan masyarakat. Pengguna dan peruntukan pelayanan air minum tidak memandang status, golongan atau kelas, yang dalam ilmu sosiologi disebut pelapisan sosial (social stratification). Pada sisi lain, kepuasan pelanggan tidak terlepas dari predisposisi seperti latar belakang/kondisi sosial ekonomi, pendidikan masyarakat, bahkan sampai pada aspek psikososial.  Dalam hubungan ini Garna (1996 : 48) mengatakan “terdapat hubungan yang rapat antara psikologi dan sosiologi, yaitu bagaimana tingkah laku dan kepribadian dipengaruhi oleh ciri-ciri atau latar belakang sosial seseorang”. Dengan demikian keseimbangan antara kepuasan pelanggan dengan derajat pelayanan sangat penting untuk diperhatikan. 

2.2.4. Pentingnya Memuaskan Pelanggan

Fungsi pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini terkait dengan tujuan pembentukan pemerintah itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Rasyid (1997 : 11) bahwa :

Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintahan modern dengan kata lain, pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Adapun tugas-tugas pokok pemerintah secara umum mencakup tujuh bidang pelayanan (Rasyid, 1997 : 11), yaitu :

Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan.

Kedua, memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi mereka.

Keempat,  melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.

Kelima,  melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.

Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.   
Tujuh bidang yang diuraikan di atas, menggambarkan adanya jangkauan tugas yang luas dan kompleks, disertai tanggung jawab yang sangat berat di pundak setiap pemerintah dengan demikian, pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi dan memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. 

Berbicara mengenai kebutuhan tentu tidak hanya sebatas kebutuhan fisik tetapi juga psikis, diantaranya adalah kepuasan. Jadi, adalah tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Dilain pihak, masyarakat dewasa ini semakin kritis terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah tidak dapat begitu saja memberikan layanan/jasa sesuai dengan kehendaknya tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat (pelanggan) sebagai pihak yang dilayani.

Dalam organisasi bisnis, masalah kepuasan pelanggan merupakan masalah yang urgent, karena kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor penentu hidup matinya suatu perusahaan. Sedangkan bagi organisasi publik, sebagaimana dinyatakan Salusu (1998 : 47), “mungkin tidak akan menghadapi keadaan separah itu, tetapi dapat menimbulkan kekurangpercayaan masyarakat, bahkan menjadi cemoohan”. Namun demikian, masalah kepuasan masyarakat dalam organisasi publik kini sudah menjadi isu sentral. Hal ini karena terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada organisasi publik yang bersangkutan disamping kondisi saat ini yang semakin kompetitif.

Sejalan dengan hal itu, Tjiptono (2000 : 102) mengatakan adanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya :

1.  Hubungan antara perusahaan dan para pelanggannya menjadi harmonis.

2. Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang.

3. Dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan.

4. Membentuk  suatu rekomendasi dari mulut ke mulut  (word of mouth) yang menguntungkan bagi perusahaan.

5. Reputasi perusahaan menjadi baik di mata pelanggan.

6. Laba yang diperoleh dapat meningkat.

Sebaliknya, “bila pelayanan tidak memuaskan pelanggan, dapat mengakibatkan meluntur dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan hal ini kumulatif bisa membangkitkan gerakan dari sas-sus, unjuk rasa, sampai apa yang disebut oleh David Thoreau sebagai civil dissobedience” (dalam Ndraha, 1998 : 34), bahkan James O’Dell ( dalam Simbolon, 1995 : 8) “apabila warga negara/masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang diterima, mereka akan terus menerus tidak suka berurusan dengan kantor pemerintah”.

Dengan demikian kepercayaan menjadi penting adanya bagi suatu organisasi publik, yaitu akan dapat memantapkan  keberadaan organisasi publik tersebut. Dalam hubungan ini, Siagian  (1998 : 4) mengatakan “suatu perusahaan (privat/publik) akan berhasil tumbuh dan berkembang apabila organisasi tersebut  mendapat kepercayaan masyarakat”. Jadi, jelaslah bahwa kepercayaan merupakan salah satu modal utama perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya pada landasan yang semakin lama semakin kokoh. Sehubungan dengan itu, Ndraha (1999 : 95) menegaskan bahwa “nilai yang disumbangkan oleh pelanggan bagi organisasi adalah kepercayaan. Maka kepercayaan itu harus dipelihara”.

2.2.5. Pengukuran Tingkat Kepuasan

Pelanggan harus dipuaskan, sebab kalau mereka tidak dipuaskan maka akan meninggalkan perusahaan. Semakin banyak pelanggan yang meninggalkan perusahaan, berarti penjualan perusahaan akan menurun dan pada gilirannya pendapatan perusahaan juga akan menurun, bahkan dapat mematikan perusahaan, karena pendapatan perusahaan berasal dari hasil penjualan. Itulah sebabnya diperlukan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan. Bila pelanggan tidak puas (kecewa) harus segera diketahui faktor penyebabnya, dan segera dilakukan koreksi/perbaikan.

Bagi organisasi publik sebagaimana dikemukakan oleh Salusu (1998 : 170) “mungkin tidak akan menghadapi keadaan separah itu, tetapi dapat menimbulkan kekurangpercayaan masyarakat bahkan menjadi cemoohan”.

Oleh karena itu, agar selalu mendapat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat sebagai pelanggan, setiap organisasi publik hendaknya menjadikan kepuasan sebagai salah satu prioritas bagi penataan kembali pelayanan publik. Dalam rangka itu, pengukuran terhadap kepuasan pelanggan menjadi sangat penting. Hal ini karena dapat memberi umpan balik dan masukan bagi keperluan pengembangan pelayanan. Adapun manfaat dari pengukuran kepuasan pelanggan menurut  Supranto (2001 : 3) adalah untuk :

1. Mengetahui dengan baik bagaimana jalannya atau kerjanya proses pelayanan.

2. Mengetahui dimana harus melakukan perubahan dalam upaya melakukan perbaikan secara terus menerus untuk memuaskan pelanggan, terutama untuk hal-hal yang dianggap penting oleh para pelanggan.

3. Menentukan apakah perubahan yang dilakukan mengarah kepada perbaikan.

Sebenarnya kepuasan pelanggan itu bersifat abstrak, karena kepuasan merupakan proses kejiwaan. Di dalam teori ilmu jiwa, proses ini berada pada tataran kognitif (Hennesey, 1990:116), sehingga banyak yang berpendapat bahwa kepuasan tidak dapat diukur. Tetapi sejak gagasan Sigmund Freud yang menyatakan bahwa pikiran dapat digunakan untuk menggambarkan suatu himpunan kualitas, terdapat otoritas yang layak untuk  meninggalkan pendapat semula.

Berkenaan dengan hal ini, juga dikemukakan oleh Winardi (1992 : 122) bahwa :

Sulit untuk mengetahui aktivitas-aktivitas yang mencakup suatu rentang luas berupa aktivitas-aktivitas mental, pemikiran, stimuli dan pengorganisasian pemikiran serta ide-ide. Akan tetapi walaupun demikian kita mendapatkan peluang untuk mengobservasi aktivitas-aktivitas tersebut.

Lebih tegas lagi mengenai hal ini dikemukakan oleh Tjiptono (2000 : 146-148) bahwa ia tidak mempersoalkan kepuasan itu terletak pada tataran kognitif atau afektif, karena baginya dari perspektif psikologi, kepuasan dapat dipandang dari dua model, yaitu model kognitif maupun model afektif, dan keduanya dapat diukur.

Sehubungan dengan beberapa pandangan diatas, Peter dan C’Olson (2000 : 43-44) mengatakan :

Memang antara kognitif dan afektif sulit untuk dipisahkan secara tegas dalam memahami perilaku pelanggan, bahkan antar pakar psikologi pun hal tersebut masih menjadi perdebatan. Karena itu, untuk memahami pelanggan adalah lebih baik menekankan interaksi antara sistem kognitif-afektif daripada berargumentasi tentang sistem mana yang lebih dominan.

Mengacu kepada beberapa pendapat di atas, terlepas dari perdebatan apakah kepuasan berada pada tingkat kognitif atau afektif, ternyata kepuasan itu pada prinsipnya dapat diukur.  Hanya  saja dalam aktivitas pengukurannya diperlukan media yang dapat memberikan pengetahuan tentang apa yang hendak diketahui. Rumusan ini menurut Hennesey (1990:117) dikenal dengan teori Stimulus Respons. 

Salah satu media yang dikembangkan dan banyak digunakan oleh para peneliti dalam mengukur tingkat kepuasan pelanggan adalah apa yang disebut soft measures. Dikatakan  soft sebab berfokus pada persepsi dan harapan, sebagai faktor-faktor  yang mempengaruhi/menentukan tingkat kepuasan pelanggan untuk kemudian diperbandingkan atau dicari rasionya. Dari perbandingan tersebut, semakin besar nilai yang dihasilkan berarti semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan, dan sebaliknya semakin kecil nilai yang dihasilkan semakin rendah tingkat kepuasan pelanggan. “Salah satu cara yang kelihatannya paling tepat untuk mengukur kepuasan pelanggan pada perusahaan jasa adalah menggunakan kuesioner” (Supranto, 2001 : 3-4). 

Oleh karena kepuasan itu sendiri terjadi sebagai hasil pengaruh antara sikap, pengetahuan/keterampilan, sarana, dan prosedur pelayanan, maka fokus yang diukur dalam hal ini adalah aspek manusia, prosedur, dan lingkungan perusahaan. Keseluruhan aspek dimaksud tercakup dalam dimensi perbaikan mutu pelayanan yang digunakan dalam tulisan ini, yang selanjutnya dijabarkan dalam butir-butir Daftar Pernyataan guna menjaring pendapat responden.

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa pemerintah sebagai produser melalui organisasi publik (PDAM) memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya akan dievaluasi dengan jalan membandingkan antara persepsi dengan harapan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Bilamana pelayanannya baik/berkualitas maka masyarakat akan merasa puas. Kepuasan masyarakat diharapkan dapat memperbaiki image pemerintah yang selama ini cenderung negatif, sebaliknya ketidakpuasan masyarakat akan menimbulkan cemoohan terhadap organisasi pemerintah, dan pada gilirannya akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
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